PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAFRAH KARUPATEN RLORA

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PFNFTAPAN RATAS WILAYAH KOTA JBUKOTA KECAMATAN TUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat N I
! -
2.
z.
4.

BUPATI BiLDRA

hahwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan
kota dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan
yvang cukup pesat maka untuk meningkatkan dava
guna dan hasil guna pembangunan kota di
wilayah Kabupaten Rlora khususnya pada Wilayah
Kota Kecamatan Tunjungan perilu menetapkan
Ratas Wilayah Kota IThukota Kecamatan
Tunjungan;

bahwa agar penetapan Batas Wilayah Kota
sebagaimana dimaksud huruf a di  atas, dapat
d1jadikan landasan dalam pelaksanaan
pembangunan di wilayah Ibukota Kecamatan maka
penetapannya perlu diatur dalam Peraturan
Daerah.

itindang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Xabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah | Berita
Negara Republik Tndonesia Tahun 195¢ ):

itindang - undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang
Peraturan Dasar Pokok — pokok agraria {( Lem—
baran Negara Republiik Tndonesia Nomor 104
Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2508);

tindang-undang Nomor 27 Tahun 1999 itentang
Pemerintahan Daerah { iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor &0 Tahun 1999, Tambahan
fembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839 ):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
i9Re  tentang Penstapan Batas Wilayah Kota Di
Seluruh Indonesia ;




T

®

b. Menetapkan batas fisik wilayvah kota ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pene-
tapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indone—
sia;

6. Peraturan Dasrah Kabupaten Blora Nomor @9
Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

{ Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1996
Nomor 8 Seri D Nomor 5 ).

Dengan persstujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKARN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN
TUNJUNGAN .
BAR I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Dasrah inl yang dimaksud dengan :

a. Daesrah adalah Kabupaten BRlora ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rlora ;

. Kepala Daerah adalah Bupati B8lora ;

d. Kota adalah Ibukota Kecamatan Tunjungan;

e_ Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan antara wilayah
kota dan wilayah bukan kota.

BAaB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian
hukum mengenal Batas Wilayah Kota.

Pasal 3

Tujuan penctapan Batas Wilayvah Kota adalah sebagal berikut :

a. Untuk memperolsh struktur data vang jelas dan benar guna
berbagai keperluan pengendalian dan pengembangan kota :

c. Untuk memperoleh data dan peta - peta guna perencanaan dan
pengendalian kota ;

d. Untuk dapat mewujudkan suasana aman, bersih, tertib, indah,
lancar dan sehat terhadap setiap pembangunan di wilavah kota.
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BAB III
BATAS WILAYAH KOTA
Pasal 4
{1) BRatas Wilayah Kota Tunjungan ditetapkan sebagal berikut :

i. Utara.
a. BRatas Administrasi

Sebagian Dusun Greneng Desa
Tunjungan dan Dusun Kedungaren
Desa Kedungrejo.

b. Batas Fisik Sawah dan Tegalan.

2. Timur.
a. Batas Aministrasi

Dusun Kedungaren, Dusun Kedunglo
Desa Kedungrejo dan Dusun  Putat
Desa Sambongrejo.

pb. Batas Fisik Sawah dan Tegalan.

n

3. 821 atan.
a. Batas Admninistrasi

Sebagian Dusun Gunungrowo Desa
Sambongrejo dan Desa Kalangan.

b. Batas Fisik Sawah dan Tegalan.

4. Barat.
a. Batas administrasi : Desa Nglawungan, Desa Tunjungan
dan Sebagian Dusun Gunungrowo
Desa Sambongrejo.

b. Batas Fisik Sawah.

(2) uUntuk mempertegas batas wilayah dimaksud ayat (1) Pasal 1ini,
dilapangan perlu dibuat papan nama kota pada Batas Wilayah
Kota dijalan-jalan utama masuk kota yang bersangkutan.

Pasal 5
liraian perincian Batas Wilayah Kota sebagaimana tersebut dalam
Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdapat dalam naskah Batas Wilayah

Kota Ibu Kota Kecamatan Tunjungan yang menjadil bagian tak terpi-
sahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenal Batas Wilayah Kota yang bertentangan dan atau

tidak sesual dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi. :
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Pasal 7

{1) Hal - hal vang belum diatur dalam Psraturan Daerah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
nleh Bupati.

{2) Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
figar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di BRlora
pada tanggal %ﬁ?%a$@3255“

&

BLORAN,

DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DAL 214
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLOA
TANGGAL : |2 90U

NOMOR :_ 28




PENJELASAN
" ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNJUNGAN

PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbubhan dan perkembangan
Kecamatan Tunjungan dan dalam bidang-bidang tertentu, semakin
tampak pula wilayah pemukiman di  Kecamatan Tunjungan vyang
bercirikan perkotaan.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memberikan kepastian
ruang gerak pembangunan daerah perkotaan tersebut, maka
diperlukan batas wilayah yvang Jjelas dari Kecamatan Tunjungan.
Sebagai dasar pelaksanaan pembuatan batas wilayah kota adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Penetapan Ratas Wilayah Kota di seluruh Indonesia, yvang menye-—
butkan bahwa Batas Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. :

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ¢ /7 d 7 : cukup jelas.
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